PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH ( BAPEDALDA )
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Memimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Pembangunan vyang
berwawasan Lingkungan perlu dilakukan upaya-upaya
Pelestarian dan Peningkatan Kemampuan serta Dava
Dukung Lingkungan Hidup secara serasi, seimbang
dan berkesinambungan melalui penanganan Dampak
Lingkungan secara terencana, terarah dan
terkendali;

b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah, maka dipandang perlu membentuk
Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Tingkat I Jambi dengan Peraturan
Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf
b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( BAPEDALDA)
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik..Indonesia Tahun 1958
Nomor 112) tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
sebagai Undang- undang ( Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 75);

2. Undang-undang Nomor 5 ahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara ubd-ik-Tnd sia Nomor 3037);




10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
i + Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara ®epubtik—Indenesia Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Repubiik Tahun 1990 Nomor 49)3

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1992 tentang Tata
Ruang (Lembaran Negara Republdil—Indeomesia Tahun
1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ladenesda Nomor 3501)5

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara i } Tahun 198

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
&ndemesdia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
i 1 Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republ-ik—indonesia Nomor 3409);

Peraturan Pemerintah Nomo. 51 Tahun 1993 tentang
Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan {Lembaran

Negara SRepublik-—Indenesia Tahun 1993 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik—Indonesia Nomor
3538)¢

J

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Lembaran Negara i i Tahun 199

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republilk
+rdeonesia Nomor 3995);

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993
tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan
Daerah;



13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996
tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata-
kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

flende 14, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1997

SN
;17

Pembentukan, érganisasi dan Tatakerja Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

T 1l Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambj
Bl % Nomor 9 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah ( RTRwW ) Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;

16. Peraturan Daerah Propinsi'Daerah Tingkat 1 Jambi
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata
Kerija Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jambi

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAMBI

MEMUTU s x AN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
PENGENDAL IAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH ( BAPEDALDA )
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi .

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1




L Bubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daeréh Tingkat I
. Jambi .

.. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya

disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Dzaerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Eepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

. Eelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BAPEDALDA

‘Sesual dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

- Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda,

dava, keadaan dan mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnva.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat
AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha
atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Upaya terpadu dalam
pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian,
pPemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.

B3 adalah singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun
UKL adalah singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan.
UPL adalah singkatan dari Upaya Pemantauan Lingkungan.

Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Upaya Pencegahan dan atau
Penanggulangan dan atau Pemulihan Perubahan Lingkungan yang
diakibatkan oleh suatu kegiatan.

Pencegahan Pencemaran Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk
mencegah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, emergi
dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya
tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitas
lingkungan tidak berubah dan dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukkannya.

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan adalah Upava-upayva untuk

menghentikan dan mengatasi Pencemaran 1lingkungan Yang telah
terjadi.

Pencegahan Kerusakan Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk
mencegah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau
tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati
lingkungan, sehingga lingkungan tersebut tetap dapat berfungsi
dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
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WW Penanggulangan Kerusakan Lingkungan adalah Upaya-upayva untuk
i menghentikan dan mengatasi kerusakan lingkungan vang telah
terjadi.

m. Pemulihan Kualitas Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk
: mengembalikan fungsi lingkungan Yang telah mengalami pencemaran

dan atau kerusakan, sehingga dapat berfungsi lagi sesuai dengan
peruntukkannya.

. Pengendalian Kerusakan Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk
mencegah dan atau menanggulangi damn atau memulihkan akibat dari
tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati 1lingkungan
sehingga lingkungan tetap dapat berfungsi dalam menunjang
pembangunan yang berkesinambungan.

t. Pemantauan Kualitas Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk

memantau atau memonitor perubahan daya dukung sumber daya alam

dan daya tampung lingkungan sebagai akibat perubahan intensitas
pemanfaatannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah ( BAPEDALDA ) Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

{1) BAPEDALDA adalah Perangkat Daerah Tingkat I vyang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

(2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4
BAPEDALDA mempunyai tugas membaﬁtu Gubernur Kepala Daerah dalam

melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian
Dampak Lingkungan di Daerah.
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Pasal 5
&::rﬁmmwx Avmadieud  dnlawm

» BAPEDALDA mempunyai fungsi

kebijaksanaan operasional pencegahan

" kmalitas lingkungan;

- Lingkungan;

. pengendalian dampak lingkungan;

lingkungan;

Lingkungan ( AMDAL );

Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan
kerusakan lingkungan;

. melakukan tugas-tugas kesekretariatan;

Daerah.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6
HWWMa Organisasi BAPEDALDA adalah pola minimal.
Pasal 7
IL1} Organisasi BAPEDALDA Pola Minimal terdiri dari :

2. Kepalsa.

b. Sekretariat.

C. Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jwrenan Awmalend ~

t2) maganfbrganisasi BAPEDALDA sebagaimana kersebut pada Ayat

Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampir

Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu kesatuan vyang
terpisahkan.

menyelenggarakan tugas &Pasal 4 Pera%&@@a

dan

anggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan

‘fwoordinasi pelaksanaan pencegahan dan benanggulangan
- Pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas

uﬁ,mengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas

. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan
Pencemaran, kerusakan lingkungan dan Pemulihan kualitas

. Pembinaan dan pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak

dan

. Pelaksanaan tugas lain Yang diberikan oleh Gubernur Kepala
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Pasal 8

la mempunyai tugas memimpin pembinaan dan koordinasi
sanaan pengendalian dampak lingkungan di daerah sesuai
fmtuan perundang-undangan dan berdasarkan kebijaksanaan yang
tapkan Gubernur Kepala Daerah.

Pasa lé;/- ‘aﬁﬁr‘?"t

LY Sekretariat adalah Unsur Pembantu Pimpinan di bidang pembinaan
' administrasi.

- ril Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah
4 dan bertanggung jawab kepada Kepala.

, Pasal 10 o

Adwalind  dolawm
Sekretariat sebagaimana tersebut—eada égsal 7 ayat (1) huruf b
Peraturan Daerah ini mempunyai tugas membantu Kepala dalam
melaksanakan pembinaan administrasi vyang meliputi pembinaan
lk=tatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan serta
memberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan
@2mua unsur di lingkungan BAPEDALDA serta melakukan proses
administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
limgkungan hidup.

Pasal 11
febag aimove dimal s dofmn
Untuk menyelenggarakan tugas tersehbut—pada Pasal 10,
B=kretariat mempunyai fungsi .

m-’Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan
Penyusunan informasi lingkungan. :

B. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

‘@. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan) kerumahtanggaan dan
keuangan.

Pasal 12

I1} Sekretariat terdiri dari

2. Sub Bagian Program.
b. Sub BRagian Hukum.
. Sub Bagian Umum.

T —



Mvandd ud . oa
12} Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ,§§at (1)
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub
Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 13

{1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan
dan penyusunan informasi lingkungan.

{2) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup.

{3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketata-
usahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumah-
tanggaan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif
kepada Kepala dan semua unit organisasi di 1lingkungan

BAPEDALDA Fywghat I ?qmqrq+ 3
Pasal 14— N

diwndoud Aalam
Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana tersebut-pada- Pasal
T Ayat (1) huruf ¢ Peraturan Daerah ini mempumnyai tugas
melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA di bidang pengawasan dan
Pengendalian serta koordinasi pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 45~ u

, 10 o4 wiava, ok wd dalan R4
Untuk melaksanakan tugas &exrsebut pada Pasal A1, Bidang
Pengawasan dan Pengendalian mempunyai ?ﬁﬁﬁf«:

2. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dan
pengendalian dampak lingkungan;

b. pembinaan pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan
dan pengawasan teknis pelaksanaan AMDAL;

C. pembinaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian
dampak lingkungan;

@. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran
!
2. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan
lingkungan;
f. pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah;

@. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.



Pasal 16743

ng Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari

- @. Seks1 Pengembangan Kapasitas. )
‘B. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran serta
Kerusakan Lingkungan.
. Seksi Pengkajian dan Pembinaan Teknis AMDAL.
@. Seksi Pembinaan dan Perizinan. ﬁdﬂ
2l Seksi-seksi sebagaimana dimaksud/%yat (1) Pasal ini masing-
masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengendalian.

Pasal 27 W

L1} Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan
Penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengembangan
kelembagaan dan kapasitas dampak lingkungan serta pembinaan
pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan lingkungan
hidup.

{2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran serta Kerusakan
Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan
koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran
serta kerusakan lingkungan.

(3) Seksi Pengkajian dan Pembinaan Teknis AMDAL mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan pPelaksanaan pengendalian dampak
lingkungan dan pengawasan teknis pelaksanaan AMDAL .

(4) Seksi Pembinaan dan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan
,pembinaan dan koordinasi perizinan dalam pengelolaan

lingkungan hidup. 4 .
Bgmvmtl”ﬂ”ﬂﬁ As. Powng lidhon

Pasal 18
-~ Aok oud Aalawa
Bidang Pemantauan dan Pemulihan sebagaimana +“ersebut—pada Pasal 7
a Xyat (1) huruf 4 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas BAPEDALDA dibidang pemantauan dan pemulihan
kualitas Lingkungan. T‘{‘“ﬁ‘* T

Pasal 29 . “bm
Joce\fq{;mm bywalsed 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut-—pada Pasal,lej Bidang
Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi

a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dalam
pencegahan, pemantauan, pelestarian serta pPemulihan kualitas
lingkungan.

b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pencegahan

pencemaran SerTH“kE?ﬁ@&k&ﬂuL&NﬂﬂHﬁﬁuh
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. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemulihan kualitas
lingkungan.

@. analisa dan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan pemulihan
kualitas lingkungan.

2. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala. .
Pasal 20~ R2

{1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari

Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan.

Seksi Analisa dan Evaluasi.
Seksi Peranserta Masyarakat. ]

a0 oo

12) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud’iyat (1) BRasal—ind+ masing-
masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan
Pemulihan.

Pasal 21743

I1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas
menyiapkan penyusunan bahan kebijaksanaan operasional
pengawasan dalam pencegahan, pemantauan, pelestarian serta
pemulihan kualitas lingkungan.

12} Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan
bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pemulihan
kualitas lingkungan.

13} Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-
bahan hasil pemantauan dan pemulihan guna penyusunan bahan
kebijaksanaan.

/%) Seksi Peranserta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan i
pembinaan dan perencanaan untuk meningkatkan peranserta z
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. '

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 227 2§ f.&‘
a
¥=lompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud{Pasal 7 A&at

11} Buruf e Peraturan—bDacrah-—ind mempunyai tugas melaksanakan
sebagiam tugas BAPEDALDAbsesuai dengan keahlian masing-masing.

-

h b Pasal 23" at” Ackonn

L} E=lompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 'Pasal 22,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
keahliannya.




=1%=

A

f2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada‘ﬁ&at (1)
Pasal ini, dipimpin oleh Seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah\dan bertanggung jawab

kepada Kepala JAPSPmLpp thw T VY‘-‘“{M T \
I3} Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada &Xyat (1)
Pasal ini, d&hﬂ - erdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

a
{4} Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
¥Yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 24’36

1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
Kepala Daerah setelah memenuhi Syarat administrasi dan

IZ} Pimpinan unit lain di lingkungan Badan diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala
BAPEDALDA dengan memperhatikan pedoman kualifikasi teknis dari

Menteri Negara Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan.

BAB VII

TATA KERJA
Pasal 2%~ 'z}

PasalJHT42§

: BAPEDALDA secara teknis dibina oleh Menteri Negara Lingkungan -
HEndwpfKepal a Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, secara umum
dinhimz cleh Menteri Dalam Negeri dan secara Operasional dibina

wlel Gubernur Kepala Daerah.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27 A9

Hal-hal ¥ang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
r dian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28~ 30

Dengan terbentuknya BAPEDALDA ini, maka Biro Bina Lingkungan

HEndwp pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jambi dengan
:wmmwﬁwlnya dihapus.,

Pasal 2&‘3|
Lerlaluwn yo

Dengan é&ibemtuknya Peraturan Daerah ini, maka segala
lm=ttemtuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan
tidek berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 307 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
@iwndangkannvya. .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pPenempatannya dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Jamb i
Pada Tanggal : 3 Juni 1993
PR
ILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I JAMBRI
1 TINGKAT I JAMRI
i KETY -
S =
3 D CHAERUN IR YRAHMAN BAYOETI
JANTN. 5 /

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

Nomor@ﬁk?'zaq/ZQQxﬁﬁijiﬁﬁytanggal 12 -4 1900,

SEKRETARIS WXLAYAH/DAERAH\ TINGKAT I JAMBI

+- ;

Pembina Utama N}P. 43000077BISAHKAN, )
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROFINST
DATI I JAMBI

NOMOR  : g Moy 1998
TANGGAL : 3 Jypi 1998
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Eselon II.A
SEKRETARIAT
Eselon III.A
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM HURUM UMUH
Eselon IV.A Eselon IV.A Eselon IV.A

BIDANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Eselon III.A

BIDANG
PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN
Eselon III.A
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SEKSI PENGEMBANGAN
KAPASITAS =
Eselon 1IV.A

SEKSI PEMANTAUAN KUALITAS
LINGKUNGAN P
Eselon IV.A

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN SERTA KERUSAKAN LINGKUNGAN |f—o
Eselon IV.A

SEKSI PEMULIHAN KUALITAS
LINGKUNGAN et
Eselon 1IV.A

SEKSI PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN SERSI ANALISA DAN
TEKNIS AMDAL — EVALUAST —
Eselon 1IV.A Eselon IV.A
SEKSI PEMBINAAN DAN _] SEKSI PERANSERTA _J
i | PERIZINAN HASYARAKAT
‘ “i Eselon IV.A Eselon IV.A




